
 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 35 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN IZIN 

LINGKUNGAN, KESEPAKATAN DAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

SERTA IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

KEPADA KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

 DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 

terhadap permohonan Perizinan, Kesepakatan dan 

Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta guna 

efisiensi kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan 

pendelegasian wewenang penandatanganan dan , 

penomoran Surat Keputusan  untuk Izin 

Lingkungan, Kesepakatan, Kelayakan Lingkungan 

Hidup serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

 

b. bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 

188.45/681/BLHD/2014 tentang Pelimpahan 

Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan 

Perizinan, Izin Lingkungan, Kesepakatan Dan 

Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu perlu diatur lebih lanjut 

tertib administrasi penandatanganan dan 

penomorannya; 

 

c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Tanah 

Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Penandatanganan Keputusan Bupati perlu 

disinkronisasi antara Keputusan Bupati Nomor 

188.45/681/BLHD/2014 tentang Pelimpahan 

Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan 

Perizinan, Izin Lingkungan, Kesepakatan nan 



Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Izin 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Peraturan Bupati 

Tanah Bumbu tersebut di atas; 

 

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c 

tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pelimpahan 

Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Izin 

Lingkungan, Kesepakatan Dan Kelayakan 

Lingkungan Hidup Serta Izin Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala 

Badan Lingkungan Hidup Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 

Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3951); 

 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2007 Nomor 75 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 

 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4411); 

 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4959); 

 8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan; 

 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Lingkungan Hidup; 

 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta 

Penerbitan Izin Lingkungan; 

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten 

Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2005 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Nomor 5, seri E); 



 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29); 

 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok dan Susunan Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah bumbu Tahun 2015 

Nomor 1; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN 

WEWENANG PENANDATANGANAN  SURAT KEPUTUSAN 

IZIN LINGKUNGAN, KESEPAKATAN DAN KELAYAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP SERTA IZIN PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA 

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI WILAYAH 

KABUPATEN TANAH BUMBU. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu untuk 

melaksanakan penandatanganan dan tata penomoran Keputusan Bupati 

tentang Surat Keputusan Izin Lingkungan, Kesepakatan dan Kelayakan 

Lingkungan Hidup serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.  

 

Pasal 2 

 

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditandatangani oleh Kepala 

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

Pasal 3 

 

Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan penandatanganan dan 

penomoran bersifat mutlak menjadi tanggung jawab Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu. 



Pasal 4 

 

(1). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diharmonisasi oleh 

Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 

(2). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diharmonisasi  oleh 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.  

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan  nomor oleh 

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. 

(4). Semua keputusan yang diterbitkan dilaporkan kepada Bupati Tanah 

Bumbu dan diharmonisasi dengan Bagian Hukum Seketariat Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu.                   

 

                                                                 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 19 Oktober 2015 

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,  

 

 

 

 

WAHYUDDIN 

 

 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 19 Oktober 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

 

 

 

SAID AHMAD 

 

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR 35 TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

     


